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Abstrak: Globalisasi ekonomi membentuk pola konsumsi masyarakat Muslim
sekaligus memperluas interaksi perdagangan lintas negara, sehingga konsep
halal bertransformasi dari praktik ibadah individual menjadi etika publik dan
tata kelola ekonomi. Artikel ini bertujuan merefleksikan halal sebagai etika
publik serta menjelaskan perannya dalam ekonomi global melalui perspektif
magqasid al-shari‘ah. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan kualitatif
dengan sumber data berupa korpus literatur akademik, buku, dan artikel ilmiah
tentang magqasid, etika ekonomi, dan industri halal yang diseleksi berdasarkan
kriteria relevansi dan kredibilitas. Teknik analisis menggunakan analisis
konseptual dan refleksi filosofis terhadap kerangka maqasid al-shari‘ah. Hasil
kajian menunjukkan bahwa halal berfungsi sebagai moral economy yang
mengatur relasi produsen, konsumen, dan pasar melalui prinsip tanggung
jawab moral, kejujuran, dan kepercayaan. Dalam ekonomi global yang
dominan dengan rasionalitas efisiensi dan liberalisasi, nilai halal terancam
mereduksi menjadi standar teknis semata. Namun, perspektif maqgasid
mempertegas bahwa halal memiliki fungsi strategis sebagai mekanisme
perlindungan konsumen, pembangun kepercayaan sosial, dan fondasi etika
transaksi. Oleh karena itu, integrasi nilai halal dalam sistem ekonomi global
bukanlah hambatan perdagangan, melainkan pilar sistem ekonomi berkeadilan
dan berorientasi kemaslahatan.

Kata Kunci: Etika Publik;, Maqgasid al-Shari‘ah; Ekonomi Halal Global;
Perlindungan Konsumen, Industri Halal.

Abstract: Economic globalization has shaped the consumption patterns of
Muslim  societies while simultaneously expanding cross-border trade
interactions, thus transforming the concept of halal from an individual religious
practice into public ethics and economic governance. This article aims to reflect
on halal as public ethics and to elucidate its role in the global economy through
the lens of maqasid al-shari‘ah. This research employs a qualitative library
study, utilizing academic literature, books, and scholarly articles on magasid,
economic ethics, and the halal industry as data sources, selected based on
relevance and credibility criteria. The analysis was conducted using conceptual
analysis and philosophical reflection on the maqasid al-shari‘ah framework.
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The findings reveal that halal functions as a moral economy that governs the
relationships between producers, consumers, and markets through the
principles of moral responsibility, honesty, and trust. In a global economy
dominated by the rationalities of efficiency and trade liberalization, halal values
face the threat of reduction to mere technical standards. However, the maqasid
perspective reaffirms that halal holds strategic functions as a consumer
protection mechanism, a builder of social trust, and a foundation for
transactional ethics. Therefore, integrating halal values into the global
economic system should not be viewed as a trade barrier, but rather as a
cornerstone for establishing a just and welfare-oriented economic system.
Keywords: Public Ethics; Maqasid al-Shari‘ah; Global Halal Economy,
Consumer Protection; Halal Industry.

PENDAHULUAN

Globalisasi ekonomi telah mempercepat interaksi perdagangan lintas negara dan
membentuk pola konsumsi baru di kalangan komunitas Muslim, sehingga halal tidak lagi
sekadar menandai praktik ibadah individual, melainkan menjadi kerangka tata kelola ekonomi
dan etika konsumsi publik dalam skala global (Harahap et al., 2023; Hilme & Raffi, 2024).

Selama ini, sebagian besar kajian halal didominasi oleh pendekatan teknis dan regulatif
yang berfokus pada standar sertifikasi, rantai pasok, dan kepatuhan formal semata. Akibatnya,
dimensi etis dan moral dari halal sebagai etika publik kerap terabaikan, sehingga halal sering
direduksi menjadi sekadar label dagang tanpa menyentuh nilai keadilan dan kesejahteraan
sosial. Kesenjangan inilah yang menjadi titik tolak artikel ini. Kebaruan penelitian terletak
pada upaya merefleksikan logika rasionalitas ekonomi global melalui perspektif magasid al-
shari‘ah, sebuah pendekatan yang belum banyak digunakan secara mendalam dalam studi
industri halal. Dalam konteks ini, magqasid al-shari‘ah berperan penting sebagai lanskap
filosofis yang mengarahkan bagaimana konsep halal diinterpretasikan dan diterapkan di bidang
ekonomi modern; kerangka maslahah (kesejahteraan) justru dibutuhkan untuk menilai dampak
sosial, ekonomi, dan lingkungan dari praktik halal melebihi sekadar kepatuhan formal terhadap
aturan, sehingga halal dapat menjadi alat untuk mempromosikan ad! (keadilan), maslahah
(kebaikan bersama), dan fa'abbud yang kontekstual dalam sistem ekonomi kontemporer
(Furgani & Wahid, 2015; Habibullah et al., 2023; Harahap et al., 2023).

Seiring dengan perluasan industri halal secara global, perhatian akademik memang
mulai beralih dari fokus teknis regulasi semata menuju pembahasan dimensi etika publik dan
filsafat moral. Namun, peralihan tersebut masih bersifat umum dan belum menyentuh kritik
fundamental terhadap dominasi rasionalitas pasar yang sering bertentangan dengan nilai-nilai

keadilan Islam. Oleh karena itu, artikel ini menawarkan refleksi kritis terhadap bagaimana
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maqasid al-shari‘ah dapat membentuk kerangka normatif bagi rasionalitas ekonomi global
serta tata kelola konsumsi halal yang bertanggung jawab, yang selama ini luput dari perhatian
kajian regulasi dan industri halal konvensional (Furqani & Wahid, 2015; Harahap et al., 2023;
Hilme & Raffi, 2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merefleksikan halal
sebagai etika publik dalam masyarakat Muslim, menjelaskan peran magqasid al-shari‘ah
sebagai kerangka filosofis dalam memahami dimensi moral halal di ekonomi global, serta
mengeksplorasi interaksi nilai halal dengan rasionalitas ekonomi global dan praktik konsumsi
lintas batas negara. Secara lebih spesifik, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut: pertama, bagaimana konsep halal dipahami sebagai etika publik dalam perspektif
filsafat hukum Islam; kedua, bagaimana kerangka magqdasid al-shari‘ah menjelaskan dimensi
moral konsumsi halal dalam praktik ekonomi lintas batas negara; ketiga, bagaimana integrasi
nilai halal dengan dinamika rasionalitas ekonomi global dipahami serta tantangan
implementasinya di pasar internasional (Furqani & Wahid, 2015; Harahap et al., 2023; Hilme
& Raffi, 2024).

Secara metodologis, kajian ini merupakan studi kepustakaan kualitatif, sehingga
pembahasan dilakukan melalui telaah literatur berbasis magqdasid al-shari ‘ah dan etika ekonomi
Islam, bukan melalui studi kasus empiris. Evaluasi penerapan prinsip-prinsip ini difokuskan
pada penguatan legitimasi sosial dan kepercayaan publik terhadap praktik halal di pasar
internasional. Kajian ini juga menyadari bahwa interpretasi magasid al-shari‘ah memerlukan
pembacaan yang dinamis dan kontekstual, sehingga ijtihad serta reinterpretasi kontekstual (al-
tajdid) terhadap hukum Islam menjadi keniscayaan dalam merespons perkembangan situasi
modern, tanpa keluar dari koridor nilai-nilai syariah yang fundamental (Furqani & Wahid,
2015; Habibullah et al., 2023; Harahap et al., 2023).

Dalam konteks kontemporer, hubungan antara halal, etika publik, dan SDGs
menunjukkan bahwa kerangka maqgasid al-shari‘ah berpotensi menjadi jembatan antara nilai-
nilai moral Islam dan tujuan pembangunan berkelanjutan, sehingga halal dapat berperan
sebagai mekanisme untuk mencapai kesejahteraan publik secara inklusif dalam ekonomi global
(Al-Jayyousi et al., 2022; Harahap et al., 2023; Masood, 2024). Namun, literatur juga
mengindikasikan adanya tantangan terkait implementasi konsep halal pada level kebijakan,
regulasi, dan praktik bisnis, terutama dalam menjaga keseimbangan antara kepatuhan syariah,
inovasi ekonomi, dan keadilan distributif (Furqani & Wahid, 2015; Laldin & Furqani, 2013).
Selain itu, perdebatan akademik menyoroti potensi komodifikasi agama serta pembingkaian

instrumen syariah oleh dinamika pasar, yang memerlukan evaluasi kritis agar magqasid al-
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shari‘ah tetap menjadi dasar etika publik yang autentik dan tidak sekadar legitimasi formal
dalam praktik halal global (Habibullah et al., 2023; Maftukhatusolikhah & Rusydi, 2018;
Shafruddin & Shahimi, 2024). Dengan demikian, artikel ini berupaya memberikan gambaran
teoritis yang kuat mengenai halal sebagai etika publik melalui lensa magqdasid al-shari‘ah,
sekaligus menyediakan kerangka konseptual bagi kajian empiris lanjutan mengenai dinamika
konsumsi halal, kebijakan ekonomi, dan praktik bisnis yang etis di panggung ekonomi global.
Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa halal sebagai etika publik berpotensi
menjadi landasan filosofis bagi desain kebijakan ekonomi, praktik bisnis, dan konsumsi publik
yang lebih adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat manusia (Al-Jayyousi

et al., 2022; Furqani & Wabhid, 2015; Harahap et al., 2023; Laldin & Furgani, 2013).

KAJIAN PUSTAKA
Magqasid al-Shari‘ah dalam Pemikiran al-Shatibi

Magqdasid al-shari ‘ah secara tradisional dipahami sebagai tujuan tertinggi hukum Islam
yang menjaga kepentingan manusia di dunia dan akhirat. Dalam kerangka ini, al-Shatibt
memformulasikan bahwa hukum syariah dirancang untuk mencapai kebajikan umat manusia
melalui pemeliharaan lima objek pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penekanan
pada pentingnya “maslahah mursala” (kepentingan umum yang tidak secara eksplisit
disebutkan teks) menegaskan bahwa tujuan hukum dapat diarahkan untuk kemaslahatan publik
ketika nas tidak secara tegas mengatur suatu isu (Giiney, 2024; Padela, 2022). Model al-Shatib1
telah menjadi basis bagi pengembangan usul figh yang menghubungkan teks-teks syariah
dengan realitas sosial melalui tujuan-tujuan umum ini (Kasdi, 2019; Sarif & Ariyanti, 2024).

Konsep maslahah sebagai kemaslahatan publik sebagai mekanisme penentu prioritas
antara berbagai kepentingan ketika menghadapi situasi sosial yang berubah. Al-Shatib1
membedakan magdsid menjadi tingkat-tingkat kebutuhan: daririyyat (kebutuhan mendesak),
hajiyyat (kebutuhan perlu), dan tahsiniyyat (kebutuhan tambahan). Pembagian ini menegaskan
bahwa hukum Islam berupaya menjaga keteraturan moral kehidupan manusia melalui
perlindungan terhadap lima magqdsid utama, sambil menyediakan fleksibilitas dalam
menghadapi dinamika sosial melalui maslahah yang relevan (Muslimin, 2019; Siddiqui et al.,
2019). Dalam literatur kontemporer, pendekatan maslahah menjadi alat analitis untuk menilai
kebijakan publik, termasuk konteks ekonomi dan keadilan sosial, tanpa mengabaikan teks-teks
nas dalam praktik ilmiah figh (Giiney, 2024; Sunaryo & Fahmi, 2024).

Al-Shatib1 mengklasifikasikan magasid ke dalam dua domain utama, yaitu maqgasid al-

shari‘ah (tujuan-tujuan hukum itu sendiri) dan magasid al-mukallaf (tujuan-tujuan pelaku
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hukum). Lebih lanjut, al-Shatibi mengembangkan kerangka hierarki maslahah ke dalam tiga
tingkatan daririyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat yang berfungsi sebagai instrumen operasional
untuk menilai kepatuhan dan kebutuhan publik dalam penetapan hukum. Pandangan ini
kemudian dihidupkan kembali oleh studi-studi modern yang menafsirkan magasid sebagai alat
evaluasi kebijakan ekonomi, sosial, dan politik dalam kerangka hukum Islam yang dinamis
(Kusnan et al., 2022; Siddiqui et al., 2019). Dalam perkembangannya, muncul perdebatan
historis mengenai tingkat otonomi magqdasid versus ketergantungannya pada teks literal;
sebagian peneliti menekankan bahwa magasid dapat menjadi sumber utama hukum
ketika nash tidak tegas, sementara yang lain tetap berhati-hati terhadap potensi
penyalahgunaannya (Choudhury, 2022; Wahab & Naim, 2021).

Inti ajaran al-Shatib1 adalah bahwa hukum Islam pada dasarnya bertujuan menjaga
keteraturan moral kehidupan manusia melalui perlindungan terhadap agama, jiwa, akal,
keturunan, dan harta, yang kemudian diintegrasikan dengan mekanisme maslahah sebagai
kerangka evaluasi kebijakan dan praktik umat. Dalam diskursus modern, magasid sering dibaca
sebagai paradigma yang menghubungkan teologi dengan kebijakan publik, serta berupaya
menyesuaikan prinsip-prinsip Islam dengan kebutuhan kesejahteraan manusia secara luas,
misalnya dalam bidang ekonomi, kesehatan, dan etika. Hal ini tercermin dalam karya-karya
yang meninjau penerapan maqasid pada etika medis, ekonomi, dan tata kelola publik, yang
menunjukkan relevansi teoretis magasid terhadap masalah kontemporer meskipun terdapat
variasi interpretatif mengenai bagaimana melahirkan kebijakan nyata yang konsisten dengan
teks syariah (Padela, 2022; Sarif & Ariyanti, 2024; Sunaryo & Fahmi, 2024; Wardani et al.,
2021).

Dalam diskursus kontemporer, terdapat beberapa aliran pandangan mengenai aplikasi
magqasid dalam praktik modern. Sebagian kajian menegaskan bahwa magdsid dapat berfungsi
sebagai landasan etis komprehensif untuk kebijakan publik dan praktik ekonomi yang
berorientasi pada kesejahteraan manusia, termasuk pengembangan keuangan Islam, CSR, dan
kebijakan publik nasional yang berlandaskan maslahah (Bhat, 2023; Kiliyamannil, 2022;
Sunaryo & Fahmi, 2024). Namun, kritik juga menyoroti risiko subjektivitas dalam
mengidentifikasi maqgdasid serta potensi penyalahgunaannya untuk membenarkan praktik yang
bertentangan dengan prinsip syariah, jika tidak ada batasan yang jelas dan standar maklumat
makasid yang terpadu (Giiney, 2024; Sarif & Ariyanti, 2024). Oleh karena itu, upaya
menjembatani kerangka klasik al-Shatibi dengan pendekatan kontemporer seperti gagasan
Auda, Chapra, dan Qardhawi menjadi penting untuk memperluas mandat maqgdasid sekaligus

menjaga integritas prinsip-prinsip syariah (Kasdi, 2019; Muslimin, 2019; Wardani et al., 2021).
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Dalam konteks ekonomi global, magasid al-shari‘ah menawarkan kerangka etika
publik yang mengarahkan perilaku produsen, konsumen, dan pembuat kebijakan menuju
kesejahteraan bersama. Pemahaman tentang dariiriyyat sebagai fondasi kepatuhan, diiringi
dengan maslahah sebagai instrumen evaluatif kebijakan, menjadi tolok ukur untuk menilai
keadilan distribusi, perlindungan konsumen, serta integritas pasar halal secara global. Berbagai
penelitian menunjukkan bahwa magasid telah digunakan untuk membahas etika keuangan
Islam, tata kelola perusahaan syariah, dan kebijakan publik yang berorientasi pada maslahah,
yang memungkinkan integrasi antara nilai-nilai Islam dan rasionalitas ekonomi global tanpa
kehilangan dimensi teologisnya (Akim et al., 2019; Bhat, 2023; Kusnan et al., 2022;
Maftukhatusolikhah & Rusydi, 2018). Dengan demikian, kerangka magqgdasid al-shari‘ah
menjadi landasan konseptual bagi artikel ini dalam mengkaji halal sebagai etika publik di
ekonomi global, dengan perhatian pada keseimbangan antara kepatuhan syariah, kepentingan

publik, dan dinamika pasar global.

Perlindungan Magqgasid dalam Konsumsi Halal

Relevansi hifz al-din dalam praktik konsumsi halal terletak pada perlindungan praktik
keagamaan umat. Dengan memastikan bahwa produk, proses produksi, dan sistem sertifikasi
halal selaras dengan syariat, konsumen Muslim dapat mempertahankan integritas ibadah dan
identitas keagamaan mereka dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Pendekatan maslahah
mursalah memungkinkan penekanan pada perlindungan praktik keagamaan melalui tata kelola
rantai pasok yang transparan dan patuh syariah, yang pada gilirannya memperkuat kepercayaan
publik terhadap sistem halal secara global (Aslati et al., 2024; Giliney, 2024; Padela, 2022).
Kritik kontemporer terkait implementasi ketat magasid dalam ekonomi juga menyoroti
perlunya kehati-hatian agar tujuan kebijakan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip teks
syariah, sehingga penekanan pada hifz al-din tetap menjadi prioritas utama dalam desain
kebijakan halal (Aslati et al., 2024; Giliney, 2024). Secara praktis, ini berarti standar-standar
halal harus secara eksplisit melindungi praktik keagamaan melalui persyaratan sertifikasi,
audit, dan penegakan hukum yang konsisten dengan maqgasid (Akim et al., 2019; Sarif &
Ariyanti, 2024).

Relevansi hifz al-nafs dalam konsumsi halal terletak pada perlindungan kesehatan,
martabat, dan konsumen. Aspek #hifz al-nafs menekankan keamanan, martabat, dan
perlindungan kesejahteraan manusia dalam transaksi ekonomi. Dalam konteks halal, hal ini
tercermin pada fokus pada keamanan pangan, keselamatan produk, serta perlindungan

konsumen dari praktik penipuan atau label halal palsu yang dapat membahayakan jiwa dan
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martabat konsumen. Literatur menunjukkan bahwa tata kelola halal di berbagai negara
menghadirkan tantangan terkait integritas produk dan perlunya peningkatan audit serta
transparansi rantai pasok untuk melindungi konsumen Muslim dan non-Muslim yang terpapar
produk dengan klaim halal (Hermawan, 2020; Ramli et al., 2023; Santoso & Rachman, 2024).
Pendekatan magasid terhadap perlindungan jiwa juga relevan dengan isu-isu kontemporer
seperti risiko kontaminasi, keamanan bahan baku, dan keandalan sertifikasi, sehingga hifz al-
nafs menjadi dimensi penting dalam kerangka etika publik halal (Hasan & Latif, 2024;
Maharani & Rahmawati, 2021; Sujibto & Fakhruddin, 2023).

Relevansi hifz al-mal dalam konsumsi halal terletak pada terwujudnya transaksi yang
adil, transparan, dan didukung oleh regulasi pasar yang akuntabel. Nilai hifz al-mal
menekankan keadilan distribusi, transparansi, dan perlindungan kekayaan publik. Dalam
konteks halal, nilai tersebut tercermin melalui transparansi rantai pasok, keadilan dalam
penetapan harga, serta kebijakan publik yang menjamin akuntabilitas para pelaku ekonomi,
termasuk produsen, regulator, dan konsumen. Kajian governance halal menunjukkan
pentingnya mekanisme kepatuhan hukum dan pengawasan internal perusahaan untuk menjaga
integritas produk halal, yang pada akhirnya memperkuat kepercayaan pasar global dan
mendorong praktik business yang adil serta terukur (Hermawan, 2020; Ramli et al., 2023;
Santoso & Rachman, 2024). Penekanan magqdsid pada maslahah sebagai kerangka evaluasi
kebijakan membantu menilai dampak sosial ekonomi dari regulasi halal, termasuk bagaimana
kebijakan tersebut berkontribusi pada kesejahteraan publik tanpa mengorbankan prinsip
syariah (Hasan & Latif, 2024; Muslimin, 2019; Wardani et al., 2021). Secara praktis, penerapan
Magqasid dalam kebijakan fiskal serta tata kelola perusahaan dapat memperkuat keadilan
distribusi, perlindungan konsumen, dan integritas pasar halal secara internasional (Akim et al.,
2019; Bhat, 2023; Haqqi & Shofaussamawati, 2023).

Nuansa interpretasi maqasid dalam menjaga keseimbangan antara teks syariah dan
maslahah pada konsumsi halal tercermin dalam perbedaan pandangan mengenai penerapan
maqasid dalam praktik modern. Perbedaan pandangan tersebut menyiratkan bahwa
keseimbangan antara teks syariah dan prinsip maslahah perlu tetap dijaga. Beberapa literatur
menekankan bahwa magqdasid dapat menjadi alat evaluasi kebijakan ekonomi dan tata kelola
pasar halal dalam kerangka maslahah, sementara kritik menyoroti risiko subjektivitas dan
penyalahgunaan bila tidak ada standar jelas atau mekanisme akuntabilitas yang kuat (Giiney,
2024; Sarif & Ariyanti, 2024; Sunaryo & Fahmi, 2024). Oleh sebab itu, penggunaan kerangka
magqasid dalam konsumsi halal sebaiknya melibatkan standar-standar macro dan micro

magqasid, serta integrasi antara pendekatan klasik al-Shatibi dengan pemikir kontemporer
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seperti Auda, Chapra, dan Qardhawi untuk menjaga integritas prinsip syariah sambil
merespons dinamika pasar global (Bhat, 2023; Haqqi & Shofaussamawati, 2023; Muslimin,
2019).

Implikasi kebijakan dan praktik untuk konsumsi halal yang berlandaskan magasid
mencakup tiga level perlindungan: (a) perlindungan agama (hifz ad-din) melalui kerangka
sertifikasi dan audit halal yang konsisten; (b) perlindungan jiwa (hifz al-nafs) melalui standar
keamanan pangan, pelabelan yang jelas, dan mekanisme kompensasi bagi konsumen yang
dirugikan; (c) perlindungan harta (hifz al-mal) melalui transparansi harga, integritas rantai
pasok, dan akuntabilitas aktor ekonomi. Literatur regulasi halal di berbagai negara (misalnya
Indonesia, Malaysia, Thailand) menunjukkan bahwa pergeseran arah dari pendekatan
masyarakat-sentris ke regulasi negara-sentris dapat memperkuat perlindungan magasid melalui
institusi pengawasan formal seperti BPJPH dan MUI, meskipun tantangan infrastruktur tetap
ada (Akim et al., 2019; Choudhury, 2022; Sarif & Ariyanti, 2024; Sujibto & Fakhruddin, 2023).
Secara teoretis, kerangka magqasid menyediakan bahasa normatif untuk menilai kemaslahatan
publik dalam ekonomi halal global, menghubungkan dimensi etis dengan praktik regulasi dan
praktik pasar (Aslati et al., 2024; Hasan & Latif, 2024; Maharani & Rahmawati, 2021).

Perdebatan dan potensi perkembangan terkait penerapan magdsid dalam ekonomi
modern menunjukkan perlunya kehati-hatian. Sejumlah kajian menyoroti bahwa penerapan
magqasid dalam ekonomi modern memerlukan kehati-hatian untuk mencegah penyalahgunaan
atau penggiringan tujuan syariah demi kepentingan ekonomi semata. Isu-isu seperti
komodifikasi agama atau penggunaan maslahah untuk membenarkan praktik yang
bertentangan dengan syariah perlu diawasi melalui standar maklumat magasid yang terpadu
dan mekanisme akuntabilitas yang jelas (Maftukhatusolikhah & Rusydi, 2018; Samidi et al.,
2018). Namun, banyak peneliti berpendapat bahwa kerangka magasid tetap relevan untuk
mengarahkan kebijakan publik, tata kelola keuangan Islam, dan CSR yang berlandaskan
keadilan sosial, asalkan digunakan sebagai paradigma etika komprehensif yang
menghubungkan nilai-nilai teologis dengan realitas pasar global (Bhat, 2023; Fadel, 2022;
Siddiqui et al., 2019; Wahab & Naim, 2021). Diskusi ini menandai kebutuhan penelitian lebih
lanjut untuk operasionalisasi maqasid yang konsisten dan transparan dalam konteks konsumsi

halal internasional (Aslati et al., 2024; Ikhlas et al., 2021).

Rekonstruksi Maqasid dalam Perspektif Jasser Auda
Konsep maqasid sebagai sistem nilai dinamis (dynamic value system) menurut Jasser

Auda dipandang sebagai konsep yang tidak statis, melainkan berkembang seiring perubahan

https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/arrehla/index | 95




Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy
Volume 06, Issue 01, Tahun 2026, ISSN: 2776-7434 (Online)

konteks sosial, ekonomi, dan hukum Islam. Pendekatan ini menekankan bahwa magdasid
berfungsi sebagai landasan etika yang mengarahkan ijtihad dalam kerangka publik yang terus
berubah, sehingga memungkinkan penilaian kebijakan dan praktik ekonomi secara responsif
terhadap kebutuhan umat dalam era globalisasi (Habibullah et al., 2023; Rohmah, 2021).
Dalam literatur kontemporer, pendekatan sistemik Auda diposisikan sebagai fondasi untuk
memetakan tujuan hukum Islam ke dalam ranah praktis seperti tata kelola halal, keadilan pasar,
dan tata kelola institusi keuangan syariah yang semakin kompleks (Habibullah et al., 2023;
Ismail & Fisol, 2020). Namun, beberapa kritik menyoroti tantangan operasionalisasi maqasid
dalam kategori makro dan mikro, serta potensi relativisasi teks jika tidak dibatasi oleh standar
metodologis yang konsisten (Choudhury, 2022; Giiney, 2024). Secara sintesis, konstruk Jasser
Auda menyatakan magasid sebagai landasan nilai yang dapat diimplementasikan melalui
kerangka kebijakan publik dan desain institusional yang berorientasi pada kesejahteraan
manusia, sambil menjaga integritas syariah dalam konteks pasar global (Habibullah et al.,
2023; Muslimin, 2019; Nashirudin et al., 2024).

Pendekatan sistem (systems approach) dalam magasid Auda mengusulkan model
maslahah-shariah sebagai sistem dengan komponen-komponen terintegrasi yang melampaui
hierarki tiga tingkat tradisional (daririyat, hajiyyat, tahsiniyyat). Dalam kerangka ini, maqasid
dipandang sebagai “sistem” yang menghubungkan norma-norma tekstual dengan konteks
empiris melalui pendekatan interdisipliner. Artikel-artikel terkait menjelaskan bahwa
pendekatan sistemik memungkinkan evaluasi kebijakan ekonomi, keuangan Islam, dan tata
kelola publik dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti hak asasi, keadilan distributif;
dan keberlanjutan lingkungan, yakni magqgdasid berfungsi sebagai kerangka etika publik yang
fleksibel namun kohesif (Alfiyanti et al., 2019; Habibullah et al., 2023; Ismail & Fisol, 2020,
Rohmah, 2021). Perdebatan penting muncul seputar bagaimana mengintegrasikan enam
elemen sistemik Auda, memastikan tidak terjadi penyalahgunaan magqasid untuk justification
praktik yang bertentangan dengan syariah, serta bagaimana definisi maqdasid al-ummah versus
maqasid al-khassah mempengaruhi kebijakan nasional maupun internasional (Azam &
Abdullah, 2020; Rohmah, 2021; Wartini, 2016). Secara ringkas, pendekatan sistem Auda
mengubah magqasid dari sekadar kerangka hukum menjadi arsitektur etika publik yang dinamis
untuk ekonomi global.

Dalam literatur yang mengangkat karya Auda, magdasid dipakai sebagai kerangka etika
publik kontemporer yang mengarahkan desain kebijakan, regulasi, dan praktik bisnis
berlandaskan kemaslahatan umum (maslahah). Dengan demikian, magqdasid tidak hanya

berfungsi sebagai alat interpretasi hukum, melainkan sebagai paradigma normatif untuk
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menilai dampak sosial-ekonomi dari kebijakan publik, termasuk inovasi fintech, layanan
keuangan syariah, dan praktik CSR yang berlandaskan prinsip keadilan dan kesejahteraan
bersama (Alfiyanti et al., 2019; Ismail & Fisol, 2020; Maftukhatusolikhah & Rusydi, 2018).
Namun, seperti dinyatakan dalam beberapa studi, penerapan magasid sebagai kerangka etika
publik menuntut kehati-hatian terhadap subjektivitas dalam identifikasi magdasid, serta
perlunya standar maklumat magdasid yang terpadu untuk mencegah penyalahgunaan (misuse)
dalam praktik ekonomi modern (Giiney, 2024; Kiliyamannil, 2022; Sarif & Ariyanti, 2024).
Secara sinthesis, Jasser Auda menawarkan kerangka teoretis yang kuat bagi artikulasi halal
sebagai etika publik melalui magdsid yang bersifat sistemik dan adaptif terhadap dinamika
global, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah.

Implikasi rekonstruksi magasid menurut Jasser Auda bagi populasi halal global dan
kebijakan ekonomi terletak pada kemampuannya dalam menyelaraskan nilai-nilai Islam
dengan rasionalitas ekonomi global. Dengan magasid sebagai sistem nilai dinamis, kebijakan
publik di sektor halal misalnya sertifikasi, tata kelola rantai pasok, dan produk keuangan
syariah dapat dirancang untuk mencapai tujuan hifz ad-din, hifz al-nafs, dan hifz al-mal secara
sinergis, sambil mempertahankan akuntabilitas dan keadilan pasar di tingkat internasional
(Habibullah et al., 2023; Pusparini, 2023; Sudiro et al., 2024; Wicaksono et al., 2023).
Perdebatan penting ini berkisar pada bagaimana menyeimbangkan aspirasi maslahah dengan
pembatasan teks syariah, serta bagaimana menghindari fenomena komodifikasi agama atau
distorsi tujuan hukum melalui interpretasi maslahah yang terlalu luas (Hasan & Latif, 2024;
Ismail & Fisol, 2020; Maftukhatusolikhah & Rusydi, 2018). Dengan demikian, rekonstruksi
maqasid menggunakan perspektif Jasser Auda berpotensi menjadi kerangka kerja untuk
analisis etika publik dalam ekonomi halal global, asalkan didasarkan pada metodologi yang
konsisten dan transparan.

Konteks metodologis implementasi empirik magqasid tercermin dalam upaya mengubah
kerangka magasid menjadi instrumen kebijakan yang dapat diukur melalui indikator empiris
yang berlandaskan magqdsid al-shari‘ah dan dimensi maslahah. Referensi terkait menyoroti
bahwa pengukuran kinerja berbasis maqasid telah diuji pada industri halal (misalnya untuk
mengukur kinerja industri halal atau lembaga keuangan Islam) sebagai upaya menggabungkan
nilai-nilai etik dengan ukuran kinerja (Aziz, 2021; Ismail & Fisol, 2020; Rahman et al., 2017).
Di sisi lain, isu-isu operasional seperti definisi maslahah, otonomi magqdasid, dan kebutuhan
standar maklumat magqdsid perlu didefinisikan secara tegas untuk menjaga legitimasi kebijakan
publik dan mendorong praktik halal yang adil dan transparan (Aslati et al., 2024; Giiney, 2024;

Haqqi & Shofaussamawati, 2023). Oleh karena itu, bagian ini menekankan perlunya kerangka
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evaluasi yang menggabungkan teori Auda dengan praktik kebijakan halal di berbagai negara

sebagai langkah menuju penerapan magqdasid yang nyata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (library research) kualitatif dengan
pendekatan normatif-filosofis. Sumber data primer berupa kitab a/-Muwataqat fi Usil al-
Shart‘ah (al-Shatib1) dan Magasid al-Shari‘ah: A Philosophy of Islamic Law (Jasser Auda).
Sumber sekunder terdiri atas artikel jurnal, buku, dan prosiding tentang magqasid, etika ekonomi
Islam, moral ekonomi, serta industri halal. Pencarian literatur dilakukan melalui Scopus,
Google Scholar, dan SINTA dengan kata kunci: magqdasid al-shari‘ah, halal ethics, public
ethics, moral economy, al-Shatibi, Jasser Auda, maslahah, dan economic justice. Kriteria
inklusi mencakup: (a) rentang terbit 2000-2026 untuk literatur kontemporer (kecuali sumber
klasik); (b) bahasa Arab, Inggris, atau Indonesia; dan (c) fokus pada ekonomi, etika publik,
atau industri halal.

Adapun kriteria eksklusi adalah literatur teologis-spekulatif tanpa kaitan eksplisit
dengan kebijakan ekonomi atau konsumsi Muslim. Analisis dilakukan melalui pendekatan
konseptual dan refleksi filosofis dalam tiga tahap: (1) identifikasi dan deskripsi kerangka
magqasid al-Shatibi (hierarki maslahah: daririyyat, hajiyyat, tahsiniyyar) serta gagasan Auda;
(2) interpretasi komparatif terhadap konsep halal dalam praktik ekonomi Muslim dengan
membandingkan temuan literatur sekunder; dan (3) refleksi kritis serta sintesis relasi nilai halal
dengan rasionalitas ekonomi global, yang dirumuskan menjadi konsepsi utuh mengenai halal
sebagai etika publik. Prosedur ini bertujuan menghasilkan pemahaman komprehensif tentang

peran magqasid dalam tata kelola ekonomi halal global.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Halal sebagai Moral Economy dalam Islam

Pembahasan ini diawali dengan menempatkan magasid al-Shari‘ah sebagai kerangka
normatif yang memungkinkan halal tidak sekadar sebagai label produk, melainkan mandat
etika publik yang mengarahkan tata kelola ekonomi, regulasi, dan praktik pasar dalam
lingkungan global berlandaskan nilai kemaslahatan. Dalam tradisi al-Shatibi, magdasid
diartikan sebagai tujuan moral hukum Islam yang berujung pada perlindungan terhadap lima
objek pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dengan penekanan pada maslahah
mursala sebagai mekanisme pembenaran tujuan tata kelola ketika teks-nas tidak secara tegas

mengatur suatu isu (Giiney, 2024; Padela, 2022). Pendekatan ini telah diinterpretasikan secara
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kontemporer sebagai alat evaluasi kebijakan publik yang melibatkan ekonomi halal, keadilan
pasar, serta tata kelola lembaga keuangan syariah yang semakin kompleks, sehingga magasid
menjadi kerangka etika publik yang dinamis dan kontekstual di era globalisasi (Aslati et al.,
2024; Ismail & Fisol, 2020). Namun, perdebatan mengenai tingkat subjektivitas dalam
mengidentifikasi magasid dan risiko penyalahgunaannya juga menonjol, sehingga perlu
adanya standar maklumat magqdasid yang terpadu agar kerangka ini tidak membentuk justifikasi
atas praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah (Giiney, 2024; Sarif & Ariyanti, 2024).

Dalam konteks konsumsi halal, kerangka maqgdsid membantu memetakan tiga dimensi
utama etika: tanggung jawab moral produsen, kesadaran etis konsumen, dan kejujuran dalam
praktik perdagangan. Pada tingkat pertama, hifz ad-din (perlindungan agama) tercermin
melalui sertifikasi halal yang tegas, audit kepatuhan, dan tata kelola rantai pasok yang patuh
syariah; langkah-langkah ini berfungsi menjaga integritas ibadah umat Islam secara global dan
memperkuat legitimasi sistem halal dalam mata rantai produksi hingga pemasaran (Akim et
al., 2019; Aslati et al., 2024; Sarif & Ariyanti, 2024). Kedua, hifz al-nafs (perlindungan jiwa)
menekankan keamanan pangan, keselamatan produk, serta perlindungan konsumen dari label
halal palsu atau mislabeling, sehingga konsumen dapat bertransaksi dengan martabat dan
keyakinan yang sama-sama dilindungi oleh hukum dan etika publik (Hasan & Latif, 2024;
Hermawan, 2020; Sujibto & Fakhruddin, 2023). Ketiga, hifz al-mal (perlindungan harta)
menekankan keadilan distribusi, transparansi harga, dan akuntabilitas aktor ekonomi melalui
transparansi rantai pasok dan regulasi pasar yang jelas; ini relevan dengan studi governance
halal yang menekankan perlunya mekanisme kepatuhan hukum dan pengawasan internal
perusahaan untuk menjaga integritas produk halal (Ramli et al., 2023; Santoso & Rachman,
2024).

Secara teoretis, pendekatan maslahah dalam magasid memungkinkan penilaian
kebijakan yang tidak hanya mengejar kepatuhan teks syariah, tetapi juga kesejahteraan sosial
ekonomi, termasuk bagaimana regulasi halal dapat berdampak pada keadilan distribusi dan
perlindungan konsumen di tingkat global (Hasan & Latif, 2024; Muslimin, 2019; Wardani et
al., 2021). Namun, karya-karya kritis menunjukkan bahwa penerapan maslahah harus
dikendalikan dengan standar maklumat magqdsid yang terintegrasi agar tidak muncul praktik
komodifikasi atau penyalahgunaan konsep untuk kepentingan ekonomi semata (Giiney, 2024;
Maftukhatusolikhah & Rusydi, 2018). Dalam konteks ini, beberapa studi menekankan
pentingnya mengaitkan kerangka klasik al-Shatib1 dengan pemikir kontemporer seperti Auda,

Chapra, dan Qardhawi untuk menjaga keseimbangan antara kemaslahatan dan kepatuhan teks
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syariah ketika menghadirkan kebijakan global yang adil dan bertanggung jawab (Bhat, 2023;
Haqqi & Shofaussamawati, 2023; Muslimin, 2019).

Pertanyaan bagaimana magqasid dapat berfungsi sebagai kerangka etika publik
kontemporer semakin relevan ketika kita memetakan rekonstruksi Jasser Auda terhadap halal
sebagai etika publik dalam ekonomi global. Auda memposisikan magasid sebagai sistem nilai
dinamis yang menghubungkan teks, konteks, dan praktik melalui pendekatan sistemik yang
melampaui hierarki daririyyat—hajiyyat—tahsiniyyat tradisional; menekankan bahwa magasid
berfungsi sebagai kerangka etika publik yang fleksibel namun kohesif, yang dapat dijadikan
landasan desain kebijakan publik, regulasi keuangan syariah, serta tata kelola institusi halal di
tingkat nasional maupun internasional (Alfiyanti et al., 2019; Habibullah et al., 2023; Ismail &
Fisol, 2020; Rohmah, 2021). Dengan melihat magasid sebagai sistem yang terintegrasi, kita
dapat merumuskan indikator kebijakan yang mengukur dampak maslahah secara holistik,
termasuk hak asasi, keadilan distributif, dan keberlanjutan lingkungan; tentu saja terdapat
tantangan operasional dalam mengukur maslahah di ranah makro dan mikro serta risiko
penyalahgunaan jika enam elemen sistemik Auda tidak dioperasikan dengan pedoman
metodologis yang jelas (Choudhury, 2022; Giiney, 2024; Rohmah, 2021). Alegasi penting yang
muncul adalah bagaimana kerangka Auda bisa menggeser fokus dari sekadar interpretasi
hukum menjadi arsitektur etika publik yang dapat berjalan pada ekonomi digital halal global
tanpa mengorbankan integritas syariah (Habibullah et al., 2023; Wartini, 2016).

Secara praktis, rekonstruksi magasid menurut Auda membuka jalan bagi pembentukan
model evaluasi kinerja berbasis maslahah pada sektor halal misalnya, pengukuran kinerja
industri halal, tata kelola rantai pasok, serta penerapan produk keuangan syariah yang
menegaskan hifz ad-din, hifz al-nafs, dan hifz al-mal melalui indikator yang terkoordinasi
secara makro dan mikro. Penelitian-penelitian empiris menunjukkan bahwa pendekatan
magqasid telah diuji dalam konteks industri halal dan lembaga keuangan Islam, sehingga dapat
menjadi landasan untuk kebijakan pembangunan yang berlandaskan prinsip keadilan sosial dan
keberlanjutan lingkungan (Aziz, 2021; Maharani & Rahmawati, 2021; Rahman et al., 2017).
Namun, debat tentang definisi maslahah, kejelasan otoritas maqasid, serta perlunya standar
maklumat magqasid tetap relevan untuk menjaga legitimasi kebijakan publik dan menghindari
distorsi konsep dalam praktik ekonomi modern (Aslati et al., 2024; Giiney, 2024; Haqqi &
Shofaussamawati, 2023). Dalam gilirannya, kerangka Auda sebagai kerangka teoretis untuk
memahami halal sebagai etika publik menuntut komitmen pada metodologi yang transparan

dan konsisten, sehingga kita dapat menafsirkan magqdsid sebagai alat analitis yang
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menghubungkan nilai-nilai teologi dengan dinamika pasar global tanpa kehilangan inti prinsip

syariah (Alfiyanti et al., 2019; Wartini, 2016).

Rasionalitas Ekonomi Global dan Tantangan terhadap Nilai Halal

Karakter ekonomi global saat ini ditandai oleh dua kecenderungan utama yakni efisiensi
pasar yang didorong liberalisasi perdagangan, serta upaya pengurangan hambatan regulasi
guna memperlancar aliran barang, jasa, dan modal lintas batas. Fenomena ini menghasilkan
peningkatan kecepatan dan biaya transaksi yang lebih rendah, sehingga pasar global menjadi
semakin responsif terhadap dinamika permintaan dan inovasi teknologi. Namun, dibalik
keuntungan efisiensi tersebut terdapat tensi fundamental antara logika pasar dan nilai-nilai
normatif yang melekat pada sistem halal. Dalam kerangka magasid al-shari ‘ah, rasionalitas
ekonomi seharusnya tidak semata-mata mengejar kecepatan dan volume transaksi, melainkan
menyeimbangkan kesejahteraan publik melalui prinsip keadilan, keamanan, dan kepatuhan
syariah. Berbagai studi menunjukkan bahwa magasid dapat berfungsi sebagai kerangka etika
publik yang mengarahkan kebijakan ekonomi halal agar tidak kehilangan dimensi moral ketika
ditempatkan dalam konteks global (Aslati et al., 2024; Giiney, 2024; Padela, 2022). Namun,
kritik terhadap penerapan magasid juga menyoroti risiko subjektivitas dalam mengidentifikasi
tujuan-tujuan tersebut, terutama ketika prinsip maslahah digunakan untuk membenarkan
praktik yang tidak sepenuhnya selaras dengan teks syariah (Giiney, 2024; Sarif & Ariyanti,
2024). Dengan demikian, dinamika global menuntut kerangka analitis yang mampu
menjembatani kebutuhan pasar dengan integritas etika, sehingga magasid al-shari‘ah,
khususnya melalui rekonstruksi Jasser Auda mengenai sistem nilai dinamis, menjadi relevan
untuk menilai bagaimana halalan thayyiban dapat dipertahankan dalam ekonomi halal yang
serba global (Alfiyanti et al., 2019; Ismail & Fisol, 2020; Rohmah, 2021; Wartini, 2016).

Ketegangan antara nilai dan pasar tampak jelas dalam pandangan ekonomi global yang
kerap menganggap nilai agama sebagai hambatan perdagangan, terutama ketika mekanisme
liberalisasi dan pengurangan hambatan regulasi memprioritaskan keluwesan pasar di atas
pertimbangan normatif. Dalam kerangka ini, ada kekhawatiran bahwa nilai halal bisa direduksi
menjadi sekadar standar teknis misalnya, sekadar kepatuhan terhadap prosedur sertifikasi atau
kepatuhan rantai pasok tanpa mengikat secara lebih luas pada dimensi kemaslahatan yang lebih
luas. Beberapa literatur menunjukkan bahwa integritas nilai-nilai syariah dapat terpinggirkan
jika fokus kebijakan terlalu diarahkan pada efisiensi biaya, kecepatan inovasi, dan standardisasi
global tanpa kehati-hatian terhadap konteks budaya, sosial, dan religius. Meskipun demikian,

sejumlah studi menunjukkan bahwa dengan kerangka magqdasid yang terintegrasi, kebijakan
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halal dapat dirancang untuk menjaga hak dalam beragama, jiwa, akal, keturunan, dan harta
sambil tetap menjaga kemampuan pasar untuk berinovasi dan berkompetisi secara
internasional (Akim et al., 2019; Aslati et al., 2024; Maharani & Rahmawati, 2021; Sarif &
Ariyanti, 2024; Sujibto & Fakhruddin, 2023). Pelibatan standar maklumat magqdasid yang
terpusat dan metodologi evaluasi yang transparan menjadi krusial untuk mencegah distorsi nilai
menjadi sekadar label teknis.

Dalam konteks penerapan di tingkat praktis, konsep magasid menyediakan alat bagi
pembuat kebijakan dan pelaku industri untuk menilai dampak ekonomi sosial dari kebijakan
halal. Misalnya, penerapan sistem sertifikasi halal yang berbasis magasid dapat menekankan
perlindungan terhadap agama (hifz ad-din) melalui audit kepatuhan dan transparansi rantai
pasok; perlindungan jiwa (kifz al-nafs) melalui jaminan keamanan pangan dan perlindungan
konsumen dari mislabeling; serta perlindungan harta (kifz al-mal) melalui keadilan distribusi
dan akuntabilitas harga. Kajian governance halal dan regulasi negara seperti Indonesia dan
Malaysia menekankan pentingnya peran institusi nasional dalam menjaga integritas sistem
halal, tanpa mengorbankan kemampuan industri untuk berinovasi secara global (Akim et al.,
2019; Choudhury, 2022; Sarif & Ariyanti, 2024; Sujibto & Fakhruddin, 2023). Secara teoretis,
kerangka Jasser Auda menawarkan pendekatan sistemik yang mengubah magqdsid dari
kerangka statis menjadi arsitektur etika publik yang adaptif terhadap dinamika digitalisasi dan
perubahan pola konsumsi internasional, sehingga dapat berfungsi sebagai alat desain kebijakan
yang mampu mengharmoniskan kepatuhan syariah dengan rasionalitas pasar global (Alfiyanti
et al., 2019; Habibullah et al., 2023; Rohmah, 2021; Wartini, 2016).

Kajian literatur tentang peran magasid dalam ekonomi halal menunjukkan bahwa
pendekatan berbasis maslahah telah diterapkan untuk menilai kinerja industri halal dan desain
kebijakan yang mendukung kesejahteraan publik. Penelitian mengenai evaluasi kinerja
berbasis magqasid pada industri halal dan lembaga keuangan Islam menekankan bahwa
maslahah menjadi pemandu utama dalam mengharmoniskan nilai etik dengan ukuran kinerja
ekonomi, meskipun masih diperlukan definisi operasional yang jelas untuk ukuran makro dan
mikro dalam konteks non-finansial (Aziz, 2021; Maharani & Rahmawati, 2021; Rahman et al.,
2017). Di sisi kritik, beberapa peneliti menekankan bahwa maslahah memerlukan kerangka
maklumat magqasid yang terpadu untuk mencegah penyalahgunaan dan interpretasi yang terlalu
luas, sehingga evaluasi kebijakan halal harus disertai dengan standar metodologis yang ketat
(Gliney, 2024; Haqqi & Shofaussamawati, 2023; Maftukhatusolikhah & Rusydi, 2018).
Dengan demikian, integrasi antara rasionalitas ekonomi global dan nilai halal memerlukan

kombinasi antara teori magqasid klasik dan adaptasi kontemporer seperti pemikiran Auda,
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Chapra, dan Qardhawi untuk menjaga keseimbangan antara manfaat sosial-ekonomi dan
kepatuhan teologis dalam era globalisasi (Bhat, 2023; Haqqi & Shofaussamawati, 2023;
Muslimin, 2019).

Di bagian penutup analisis ini, dapat dilihat bagaimana halal sebagai bagian dari moral
ekonomi berpotensi menjadi landasan etika publik yang responsif terhadap dinamika global
tanpa mengorbankan inti prinsip halal. Kombinasi antara kerangka magasid dan rekonstruksi
Auda menawarkan kerangka konseptual untuk mengevaluasi kebijakan sertifikasi, praktik
rantai pasok, dan inovasi keuangan syariah dalam konteks global yang menuntut akuntabilitas,
transparansi, dan keadilan. Lebih lanjut, literatur tentang governance halal dan teknologi
seperti digitalisasi sertifikasi Halal (BPJPH/MUI, JAKIM) dan inovasi pembayaran (QRIS)
menunjukkan bagaimana nilai-nilai Islam dapat tetap relevan dan terintegrasi dengan efisiensi
pasar dalam praktik nyata, asalkan ada pedoman metodologis yang jelas untuk menjaga
keseimbangan antara maslahah dan teks syariah (Akim et al., 2019; Alfiyanti et al., 2019; Sarif
& Ariyanti, 2024; Sujibto & Fakhruddin, 2023; Wartini, 2016).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep halal dalam ekonomi global tidak cukup
dipahami sekadar sebagai standar teknis sertifikasi atau kepatuhan prosedural, melainkan harus
ditempatkan sebagai etika publik yang berakar pada kerangka magasid al-shari‘ah.
Transformasi ini terjadi ketika maqasid menggeser fokus pertanyaan dari "apakah produk ini
halal?" menjadi "apakah tata kelola produk ini membawa kemaslahatan bagi publik?", sehingga
nilai halal terintegrasi dengan prinsip keadilan distributif, perlindungan konsumen, dan
tanggung jawab moral produsen.

Berdasarkan hasil telaah konseptual, penelitian ini menemukan tiga hal
utama. Pertama, halal berfungsi sebagai moral economy yang mengatur relasi antara produsen,
konsumen, dan pasar melalui prinsip kejujuran, kepercayaan, dan akuntabilitas, yang diperkuat
oleh hierarki maslahah al-Shatibi  (daririyyat, hajiyyat, tahsiniyyat). Kedua, kerangka
maqasid memberikan perlindungan menyeluruh terhadap konsumen Muslim melalui tiga
dimensi: hifz al-din (integritas ibadah melalui sertifikasi dan audit yang kredibel), hifz al-
nafs (keamanan pangan dan perlindungan dari praktik curang), serta hifz al-mal (keadilan
harga, transparansi rantai pasok, dan akuntabilitas pelaku usaha). Ketiga, nilai halal berperan
sebagai koreksi fundamental terhadap dominasi rasionalitas ekonomi global yang berorientasi
semata pada efisiensi dan liberalisasi, dengan menawarkan logika alternatif yang menempatkan

kemaslahatan publik dan keberlanjutan sosial di atas keuntungan jangka pendek.
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Secara teoretis, penelitian ini memperkaya diskursus ekonomi Islam dengan
mengintegrasikan kerangka klasik al-Shatibi dan pendekatan sistemik Jasser Auda, yang
memposisikan magasid sebagai arsitektur etika publik yang dinamis dan adaptif terhadap
perubahan konteks global, tanpa kehilangan integritas prinsip-prinsip syariah. Adapun secara
praktis, temuan ini memberikan landasan konseptual bagi pembuat kebijakan, regulator, dan
pelaku industri halal untuk merancang sistem sertifikasi, tata kelola rantai pasok, dan kebijakan
ekonomi yang tidak hanya patuh secara formal, tetapi juga berorientasi pada keadilan sosial,
perlindungan konsumen, dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat studi
kepustakaan sehingga belum menguji secara empiris penerapan kerangka magasid dalam
konteks industri halal spesifik di berbagai negara. Oleh karena itu, penelitian lanjutan sangat
dibutuhkan untuk mengembangkan indikator operasional berbasis maqasid yang terukur dan
transparan, serta mengkaji secara empiris bagaimana nilai-nilai etika publik ini
diimplementasikan dalam praktik bisnis halal lintas batas negara, terutama dalam menghadapi

tantangan digitalisasi dan komodifikasi pasar global.
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